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ABSTRACT 
 
Because the authors see in the implementation of work agreements there are 
still shortcomings or mismatches betwen written agreements with their 
implementation, therefore, the authors are interested in examining work 
agreements between employees and PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk 
Penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengatahui lebih jauh sampai dimana pelaksanaan perjanjian kerja 
dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak khususnya pada perusahaan PT. 
Sumber Alfaria Trijaya.Tbk. 
2. Untuk mengatahui tentang hambatan-hambatan apa yang timbul dalam 
pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk dan 
bagaimana cara penyelesaiannya. 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research)  yaitu 
penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat diperoleh 
melalui observasi, wawancara, dan partipasi 
pendekatan yang akan digunakan untuk memecahkan  dalam penelitian ini 
adalah menggunakan pendekatan doktrinal . Pendekatan doktrinal yaitu 
penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa  sebagai penelitian 
kepustakaan (library research). 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci : Perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian, karyawan 
perusahaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyebut 
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
yang selanjutnya disebut UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. 
dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan tentang 
segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama 
dan sesudah masa kerja. Secara yuridis, buruh adalah memang bebas oleh karena 
prinsip negara kita menyatakan bahwa tidak seorangpun diperbudak atau 
diperhamba
1
. 
Sebagaimana diketahui bahwa peraturan ketenagakerjaan yang dipakai 
sekarang adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.Dari peraturan tersebut dapat diketahui mengenai asas, tujuan 
dan sifatnya.Mengenai asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yaitu bahwa 
pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui 
koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah.Asas ini pada dasarnya 
sesuaidengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, 
dan merata. 
                                                             
1
  R. Joni Bambang S, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 75. 
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Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms, 
mempunyai beberapa pengertian. Pasal1601 a KUHPerdata memberikan 
pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana 
pihak kesatu (siburuh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang 
lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan 
menerima upah”.  Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, 
Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni : “Perjanjian kerja adalah suatu 
perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 
syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.  Selain pengertian 
normatif seperti tersebut diatas, Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian 
kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk 
bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan 
mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah
2
. 
 Sedangkan menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 
seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan antara 
dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.Perjanjian itu menerbitkan suatu 
perikatan antara dua orang yang membuatnya.Dalam bentuknya, perjanjian itu 
berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 
diucapkan atau ditulis
3
. 
                                                             
2
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2003, hal 54-55 
3
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002, hal. 1 
3 
 
Di dalam Ketetapan MPR No II/MPR/1993 tentang GBHN dalam bab IV 
dijelaskan: Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat dan berkumpul 
dan berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, dan jaminan sosial 
tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, 
jaminan terhadap kecelakaan dan jaminan kematian serta syarat-syarat kerja 
lainnya perlu dikembangkan secara terpadu dengan bertahap dengan 
mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya, kesiapan sektor terkait, 
kondisi pemberi kerja dan kemampuan tenaga kerja. Khusus bagi tenaga kerja 
wanita dengan kodrat, harkat dan martabatnyaMenurut Prof. Iman Soepomo, SH. 
yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut:  
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian, dimana pihak satu (buruh) 
meningkatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain 
(majikan) yang mengikat dirinya untuk\ mempekerjakan buruh itu dengan 
membayar upah
4
.” 
Jadi perjanjian kerja merupakan suatu wujud persetujuan atau dasar  
kesepakatan pengusaha dengan calon karyawan (buruh) yang lazimnya diadakan 
sebelum terjadinya hubungan kerja.  
Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian  
diperlukan empat syarat yaitu:  
1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.  
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.  
                                                             
4
  Iman Soepomo, Op. Cit. hal 513 
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3. Sesuatu hal tertentu, dalam hal ini untuk menerima 
karyawan/mampekerjakan karyawan.  
4. Sesuatu sebab atau hal yang diwenangkan.   
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam Pasal 1. Tenaga kerja adalah tiap 
orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan 
kerja guna jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Pada Undang- Undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan 
pasal 1 ayat 2 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat . 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia  Pasal 38 yaitu : 
1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, 
berhak atas pekerjaan yang layak. 
2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya  
dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.  
3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang  
sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat 
perjanjian kerja yang sama.  
4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang  
sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil 
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sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan 
keluarganya. 
Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan 
peraturan yang ada, yaitu UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul 
“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BAGI KARYAWAN 
PERUSAHAAN PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA.Tbk (Pada Cabang 
Alfamart di Bulakamba Brebes) ” karena penulis melihat dalam pelaksanaan 
perjanjian kerja masih ada kekurangan ataupun ketidaksesuaian antara perjanjian 
tertulis dengan pelaksanaannya, maka dari itu, pemulis tertarik untuk meneliti 
perjanjian kerja antara karyawan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya .Tbk. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pada perusahaan PT. Sumber 
Alfaria Trijaya.Tbk? 
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja 
di PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk dan bagaimana cara penyelesaiannya? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: 
3. Untuk mengatahui lebih jauh sampai dimana pelaksanaan perjanjian 
kerja dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak khususnya pada 
perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk. 
4. Untuk mengatahui tentang hambatan-hambatan apa yang timbul dalam 
pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk dan 
bagaimana cara penyelesaiannya. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut : 
a. Manfaat Teoritis 
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama bangku 
perkuliahan khususnya dalam ilmu hukum tentang perjanjian kerja, khususnya 
perjanjian kerja waktu tertentu. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Penulis 
Bagi penulis mampu memperdalam ilmu hukum yang bukan dari secara 
teori saja, namun yang paling penting adalah praktek dalam kehidupan sehari-
hari dan diimplementasikan dalam  masyarakat berkenan dengan penelitian ini 
yaitu  untuk mengetahui perjanjian kerja pada perusahaan  
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2) Bagi Masyarakat Desa Gunungsari dan Masyarakat Umum 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi  masyarakat 
ataupun karyawan maupun calon karyawan mengenai perjanjian kerja yang 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 
Bagi masyarakat umum maupun mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam 
teori maupun praktek di dalam perjanjan menurut ketentuan-ketentuan 
peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
E. TINJAUAN PUSTAKA 
Telah banyak penelitian mengenai perjanjian kerja, berdasarkan penelusuran 
penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, 
karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PT. Cahaya Makmur 
Industri oleh Zakaria . 
Masalah yang menjadi focus dari tulisan ini adalah bagaimana 
pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya Makmur Industri di 
Makassar, factor apakah yang menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Pada PT. Cahaya Makmur Industri di Makassar. Tujuan penelitian 
yaituuntuk mengetahui cara pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya 
Makmur Industri di Makassar, untuk mengetahui factor-faktor yang 
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menghambat lahirnya pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Cahaya 
Makmur Industri di Makassar. 
2. ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 
ANTARA KARYAWAN DENGAN PERUSAHAAN Oleh: Refly R. 
Umbas.  
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.Tenaga kerja adalah 
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan gunamenghasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untukmasyarakat.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalandalam bentuk lain. 
3. TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DAN JAMINAN 
SOSIAL BAGI KARYAWAN PADA PERUSAHAAN TEKSTIL  PT. 
MUTU GADING KARANGANYAROleh : Tutik Maemunah. 
Tujuan penelitian adalah: Untuk mengatahui lebih jauh sampai dimana 
pelaksanaan perjanjian kerja dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak. 
Untuk mengetahui tentang pelaksanaan program jaminan sosial bagi 
karyawan di PT. Mutu Gading Karanganyar. Pemberi kerja adalah orang 
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badanlainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuklain.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum 
atau tidak, milik orang perseorangan, milikpersekutuan, atau milik badan 
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hukum, baik milik swasta maupun milik negara yangmempekerjakan 
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Sedangkan penulis melihat kondisi pada karyawan Alfamart wilayah 
kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes belum sesuai dengan perjanjian kerja, 
waktu yang melebihi jam kerja yang sesuai dengan perundang-undangan. 
F. METODE PENELITIAN 
1.  Jenis Penelitian 
Setiap penelitian harus selalu didasarkan pada metode penelitian 
tertentu. Metode penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan dengan tepat, 
pendekatan ilmiah apa yang digunakan dalam suatu penelitian, baik sepanjang 
kegiatan pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut 
Dra. Kartini Kartono yang dimaksud metodologi penelitian adalah 
ajaranajaran mengenai metode-metode yang dipergunakan dalam proses 
penelitian Dari pengertian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
yang dimaksu dengan metode dalam penyusunan skripsi adalah cara yang 
teratur dan terpikir baik-baik untuk mendapat, mengolah, dan menguji data 
yang diperoleh secara sistematis dan ilmiah.
5
  Adapun Metode Yang 
Dipergunakan Penulis Meliputi :  
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1.Jenis Penelitian  
 penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research)  yaitu 
penelitian yang menggunakan data primer. Sumber datanya dapat 
diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partipasi. 
2.Metode Pendekatan  
  ini merupakan suatu penelitian yang bersifat normatif atau yuridis 
dan sosiologis empiris, maka metode pendekatan yang akan digunakan 
untuk memecahkan  dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 
doktrinal . Pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang bersifat normatif 
kualitatif atau bisa  sebagai penelitian kepustakaan (library research). 
Sementara itu pendekatan  yang bersifat kuantitatif, di mana hukum di 
konsepkan sebagai pola-pola prilaku  Sedangkan dalam perspektif empiris 
dimaksudkan untuk mengetahui tentang keadaan sebenar-benarnya yang 
ditemukan di lokasi penelitian yaitu untuk mendapatkan  sejelas jelasnya.
6
 
3.Data Sekunder  
  data sekunder sebagai pendukung data primer yang diperoleh 
melalui penelitian  yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai 
dokumen yang berkaitan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
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 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2004. Buku Pegangan Kuliah “Metodelogi 
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1. Bahan hukum primer yang digunakan adalah : 
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 
b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa 
pendapat hukum dari buku-buku, makalah-makalah, jurnal, tesis, majalah 
surat kabar dan internet yang berkaitan dengan perjanjian kerja. 
3. Metode Pengumpulan Data  
 memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, maka 
pengumpulan data dengan cara Penelitian Lapangan (Field Research). 
4. Metode Analisa Data  
 Studi penelitian ini dengan menggunakan metode analisa data kualitatif 
yang mana proses penganalisaan data beberapa tahap, yaitu:  
1) Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data  
dalam  satuan-satuan tertentu.  
2) Analisa Taksonomis (Taxonomic Analysis)  
 Yaitu suatu  analisa dimana fokus penelitian ditetapkan 
terbatas pada dominan tertentu yang sangat berguna dalam 
upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus 
yang menjadi sasaran semula penelitian. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 
Pada bagian ini penulis ingin sajikan cara untuk memudahkan pembaca 
dalam mengetahui dan menilai materi penyusunan skripsi ini. Penyusunan karya 
tulis ilmiah ini penulis rinci menjadi lima bab dan setiap babnya, penulis jabarkan 
lagi dengan bagian-bagian. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat tersusun dengan 
baik dan teratur sesuai yang diharapkan. Pembagian bab tersebut antara lain:  
Bab 1 :  Pendahuluan  
Bab ini meliputi Latar Belakang, Data dibutuhkan untuk keperluan perencanaan, 
pelaksanaan/penentuan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.Oleh sebab 
itulah penting untuk dilakukan pengumpulan data guna menunjang kegiatan 
tersebut. 
Bab II :Sampai dimana pelaksanaan perjanjian kerja dilaksanakan dan dipatuhi 
oleh para pihakBab ini  membahas tentang pengertian perjanjian kerja, tata cara 
perjanjian kerja,  waktu berakhirnya perjanjian kerja, sarat sahnya perjanjian kera, 
akibat hukum perjanjian kerja 
Bab III : Untuk mengatahui tentang hambatan-hambatan apa yang timbul dalam 
pelaksanaan perjanjian kerjaBab ini membahas segala macam bentuk hambatan 
hambatan yang terjadi dalam perjanjian kerja , serta cara penyelesaian sengketa 
perjanjian kerja 
Bab IV : Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan  penutup. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjuan Umum Tentang Perjanjian Kerja 
Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian yang diatur dalam 
KUHPerdata Pasal 1313 yang berbunyi: 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” 
Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang 
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 
untukmelaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu 
hubungan antaradua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, 
perjanjian berupasuatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 
kesanggupan yangdiucapkan atau ditulis.
7
 
Melihat definisi perjanjian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
kedudukan antara para pihak yang ada dalam suatu perjanjian statusnya haruslah 
sama dan seimbang. Hal ini karena akan berlainan apabila definisi perjanjian 
tersebt dikaitkan dengan kedudukan dalam perjanjian kerja.
8
 
Bahasa Belanda menyebut perjanjian kerja dengan Arbeidsoverenkoms, 
yang dimana artinya memiliki banyak makna. Sedangkan dalam KUHPerdata 
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 Subekti, Hukum perjanjian, Jakarta. PT Intermasa, 2008, hlm. 1 
8
 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Pengantar, Jakarta, PT. Raja Grafindo 
Persada Pelajar, 2006, hlm. 3  
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sendiri mendefinisikan perjanjian kerja dalam Pasal 1601 a, yang bunyi sebagai 
berikut: 
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (siburuh), 
mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, simajikan untuk 
suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”9 
Jika menyimak pengertian atau definisi perjanjian kerja yang telah diatur 
dalam KUHPerdata sebelumnya, maka nampak ciri khas yang ada dalam 
perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain, di bawah perintah ini 
menunjukkan bahwa hubungan pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan 
dan atasan (subordinasi).
10
Dalam KUHPerdata ini jelas bahwa perjanjian yang 
dimaksud haruslah terdiri dari syarat-syarat sahnya perjanjian seperti dalam Pasal 
1320 KUHPerdata, yaitu:  
1. Kesepakatan antara kedua belah pihak; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
3. Sesuatu hal tertentu, dalam hal ini untuk menerima karyawan atau 
memperkerjakan karyawan; 
4. Sesuatu sebab atau hal yang diwenangkan. 
Perihal definisi perjanjian kerja juga diatur dalam UUKK Pasal 1 angka 14, 
yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja 
dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan 
kewajiban kedua belah pihak. Maksud dari lebih umum dapat dikatakan karena 
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 Soesilo dan Pramudji R, KUHPerdata, Jakarta: Grafindo Perasada, 2001, hlm. 246. 
10
Ibid, hlm.55 
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menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.  
Selain pengertian normatif seperti tersebut di atas, Imam Soepomo 
berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu 
(pekerja), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak 
kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh 
dengan membayar upah.
11
 
Setelah dipaparkan beberapa pengertian mengenai Perjanjian Kerja, 
khususnya pengertian yang ditentukan pada Pasal 1601 a KUH Perdata tersebut, 
ada dikemukakan perkataan “di bawah perintah” maka perkataan inilah yang 
merupakan norma dalam Perjanjian Kerja dan yang membedakan antara 
Perjanjian Kerja dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Perihal ketentuan “dibawah 
perintah” ini mengandung arti bahwa salah satu pihak yang mengadakan 
Perjanjian Kerja harus tunduk pada pihak yang lainnya, atau di bawah perintah 
atau pimpinan pihak lain, berarti ada unsur wewenang perintah. Dan dengan 
adanya wewenang perintah berarti antara kedua belahpihak ada kedudukan yang 
tidak sama yang disebut subordinasi. Jadi disini ada pihak yang kedudukannya di 
atas, yaitu memerintah dan ada pihak yang kedudukannya di bawah, yaitu yang 
diperintah. 
Selanjutnya, jika dilihat dari segi objeknya, maka perjanjian kerja itu mirip 
dengan perjanjian pemborongan, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak 
                                                             
11
 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 53 
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yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan 
pembayaran tertentu. Maka dengan adanya ketentuan tersebut, pihak buruh mau 
tidak mau harus tunduk pada perintah majikan. Dengan demikian, dalam 
melaksanakan hubungan hukum dalam perjanjian kerja ini, kedudukan hukum 
antara kedua belah pihak jelas tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang. 
Jelaslah bahwa definisi perjanjian dengan hubungan kerja yang ada dalam 
perjanjian kerja amat bertentangan seperti yang telah dipaparkan di atas, Karena 
didalam ketentuan tersebut dinyatakan dengan tegas adanya dua ketentuan, yakni 
satu pihak mengikatkan diri dan hanya satu pihak pula yang di bawah perintah 
orang lain, pihak ini adalah pihak buruh atau pekerja. Sebaliknya pihak yang 
menurut ketentuan tersebut tidakmengikatkan dirinya dan berhak pula untuk 
memerintah kepada orang lain, adalah pihak majikan atau pengusaha. 
Perlu dipahami dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan (UUKK), maka keberadaan perjanjian kerja 
sebagai pegangan yuridis dalam hubungan kerja, telah mempunyai landasan yang 
tegas dan kuat. Walaupun di dalam undang-undang tersebut hanya diatur secara 
parsial tentang perjanjian kerja, tetapi paling tidak keberadaan perjanjian kerja, 
telah diatur tersendiri di dalam undang-undang tersebut, yaitu dalam Bab IX yang 
mengatur tentang Hubungan Kerja.
12
 
Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan dalam Pasal 1 angka 15 
menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 
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 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 
2006, Cet. Ke-6, hlm. 122 
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pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, 
upah, dan perintah. Berikut ini adalah beberapa landasan hukum yang mengatur 
perihal terbentuknya hubungan kerja, yaitu: 
1. Dasar Hukum Perjanjian Kerja 
a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  pasal 27 
ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Ketentuan perburuhan dalam KUH Perdata diatur dalam buku III, 
Bab 7A, bagian pertama mengenai ketentuan umum (Pasal 1601- 
1601c), bagian kedua tentang persetujuan perburuhan umumnya 
(Pasal 1601d-1601x), bagian ketiga tentang kewajiban majikan 
(pasal 1602a-1602z), bagian keempat tentang kewajiban buruh 
(pasal 1603a-1603d), bagian kelima tentang tata cara berakhirnya 
hubungan kerja yang diterbitkan dari persetujuan (pasal 1603e-
1603w), dan ketentuan penutup (pasal 1603x-1603z).
13
 
c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
perjanjian kerja sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain:
14
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d. Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004 terdiri dari XI BAB 
dan 18 Pasal. Pasal 3Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004, 
yaitu:  
1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara 
sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya 
pekerjaan tertentu. 
2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat untuk 
paling lama 3 tahun. 
3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan maka dalam 
PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diselesaikan 
lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus 
demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. 
4) Dalam hal PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan 
tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan 
selesai. 
5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan atas selesainya pekerjaan 
tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut 
belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan 
PKWT. 
19 
 
6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dilakukan 
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari setelah 
berakhirnya perjanjian kerja. 
7) Selama tenggang waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 6 tidak ada hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan 
pengusaha. 
8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat 5 dan 
ayat 6 yang dituangkan dalam perjanjian. 
Hubungan kerja dalam hal ini berbeda dengan hubungan hukum pada 
umumnya, yang membedakannya adalah 3 unsur hubungan hukum yang 
terkandung dalam hubungan kerja, yaitu:
15
 
1. Pekerjaan 
Jenis, ruang lingkup, dan keluasan pekerjaan amat beragam. Oleh karena 
itu, bisa dimengerti kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak merinci 
makna pekerjaan. Politik hukum seperti ini dimaksudkan agar undang-undang 
tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-undang hanya 
menentukan jika perjanjian kerja disebut secara tertulis, maka harus dimuat: 
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja 
c. jabatan atau jenis pekerjaan 
d. tempat pekerjaan 
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e. besarnya upah dan cara pembayarannya 
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja 
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
Adanya syarat dalam huruf f, yaitu tentang syarat-syarat kerja yang memuat 
hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja memperjelas sesuatu yang harus 
dilakukan atau dikerjakan oleh pekerja. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh 
pekerja berarti kewajiban pekerja untuk kepentingan pengusaha, dalam arti 
sempit, sesuai dengan perjanjian kerja adalah pekerjaan. Di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia kata pekerjaan dipadankan dengan tugas kewajiban.
16
 
2. Upah 
 Menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 upah 
adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu 
pekerjaan dan/atau jasa yang telah/akan dilakukan. Penerima upah adalah pekerja. 
Pembayar upah adalah pengusaha/pemberi kerja. Aturan hukum dibayarkannya 
upah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan atau peraturan perundang-
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undangan. Mengenai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan memang 
sudah semestinya. Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja sepanjang 
ketentuan upah di dalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. Jika ternyata ketentuan upah di dalam perjanjian 
kerja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku 
adalah ketentuan upah di dalam peraturan perundang-undangan. 
Berbeda dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan sebagai 
dasar pembayaran upah adalah kesepakatan. Menurut peraturan perundang-
undangan, termasuk Undang-Undang Nomor l3 Tahun 2003, kesepakatan 
merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Apa pun alasannya perjanjian 
mengenai upah tersebut, besarnya upah tidak boleh lebih rendah atau bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya 
adalah kebatalan (batal demi hukum). 
3. Perintah 
Baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun peraturan perundang-
undangan sebelumnya tidak memberikan batasan atau definisi mengenai perintah. 
Secara leksikal perintah berarti merupakan: 
a. Perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu 
b. Aturan dari pihak atas yang harus dilakukan 
Makna leksikal mengenai perintah tersebut menunjukkan adanya unsur 
“pihak atas” atau unsur “keharusan melakukan sesuatu oleh seseorang atas 
kehendak orang lain”. Kalau berbagai unsur lain, misalnya jaminan sosial, upah, 
22 
 
syarat-syarat kerja dan lain-lain merupakan unsur yang dapat ditawar-tawar, maka 
unsur adanya perintah ini merupakan unsur yang tidak dapat ditawar-tawar. Tidak 
ada hubungan kerja apabila unsur perintah tidak melekat pada hubungan hukum. 
Sesungguhnya adanya unsur “perintah” di dalam suatu hubungan kerja ini pernah 
digoyah oleh Profesor M. Laica Marzuki. Beliau menegaskan bahwa pekerja 
selaku subjek hukum penerima kerja (werknemer) adalah tidak berada di bawah 
perintah majikan, tetapi justru berkedudukan hukum yang sama dan sederajat 
dengan kedudukan hukum majikan sebagai layaknya pihak-pihak yang 
mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian timbal-balik.
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B. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 
Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan 
menjelaskan beberapa syarat sahnya suatu perjanjian atau dalam hal ini perjanjian 
kerja harus dibuat atas dasar beberapa hal ini, yaitu: 
a. Kesepakatan kedua belah pihak 
Maksudnya disini ialah para pihak yang melakukan hubungan kerja atau 
perjanjian kerja tersebut haruslah sepakat saling mengikatkan diri. Apa 
yang dikehendaki pihak yang satudikehendaki pihak yang lain. Pihak 
pekerja menerima pekerjaan yangditawarkan, dan pihak pengusaha 
menerima pekerja tersebut untukdipekerjakan. Dengan kata lain tidak 
adanya unsur terjadinya penipuan(dwang), paksaan (dwaling), dan 
kekhilafan (bedrog) dalam kesepakatankedua belah pihak. 
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b. Kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum 
Artinya bahwa para pihak baik dari pekerja atau pengusaha yang ingin 
melaksanakan hubungan kerja atau perjanjian kerja haruslah cakap 
membuat perjanjian. Yang bisa dikatakan cakap dalam melakukan 
perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian kerja ialah mereka para pihak 
yang telah cukup umur. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur 
mengenai batasan umur 18 tahun adalah batasan bagi pihak yang dapat 
melaksanakan perjanjian kerja. Kemudian dalam peraturan tersebut juga 
mengatur bahwa terdapat pengecualian bagi anak yang berumur 13Tahun 
sampai dengan umur 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan 
ringansepanjang tidak menggangu perkembangan dan kesehatan fisik, 
mental,dan sosial hal ini diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. Selain itu juga seseorang dikatakan akan cakap 
membuatsuatu perjanjian kerja jika seseorang tersebut tidak dibawah 
pengampuanyaitu tidak terganggu jiwanya/sehat. 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan  
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, artinya bahwa adanya haltertentu 
yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakanobjek dari 
perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha denganpekerja/buruh, 
yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajibanpara pihak. 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan bukanlah pekerjaan yang bertentangan 
dengan norma kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-
undangan yang ada. 
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Pada dasarnya obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yangartinya bahwa 
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,ketertiban umum, dan 
kesusilaan. Jika pekerjaan yang diperjanjikanmerupakan salah satu unsur 
perjanjian kerja yang harus disebutkansecara jelas. 
Jika melihat persyaratan diatas nampak jelas bahwa syarat-syarat tersebut 
seperti syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang 
menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian tersebut ada 4, yaitu: 
a. Kesepakatan kedua belah pihak; 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Perlu dipahami bahwa poin pertama dan kedua adalah syarat yang disebut 
sebagai syarat subyektif karena membahas perihal orang yang membuat perjanjian 
dan pada poin ketiga dan keempat adalah syarat obyektif karena kedua poin ini 
membahas tentang objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Sehingga empat poin 
tersebut sifatnya adalah kumulatif yang dimana keempat poin tersebut harus 
dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Apabila 
syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itubatal demi hukum artinya 
bahwa dari semula perjanjian tersebut dianggaptidak pernah ada. Jika yang tidak 
dipenuhi merupakan syarat subyektif,pihak-pihak yang tidak memberikan 
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persetujuan secara tidak bebas, atauorang tua/wali atau pengampu bagi yang tidak 
cakap membuat perjanjiandapat meminta pembatalan perjanjian kepada hakim. 
Dengan demikian,perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum 
dibatalkanoleh hakim.
18
 
C. Bentuk Perjanjian Kerja 
Melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Undang-
undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk 
perjanjian yang dikehendakinya, tetapi sesungguhnya prinsip yang dianut adalah 
prinsip tertulis. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harussesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lainperjanjian kerja 
waktu tertentu, antar kerja antar daerah, antar kerja antarnegara dan perjanjian 
kerja laut.
19
Perjanjian kerja dalam bentuk lisan dapat ditoleransi karena kondisi 
masyarakat yang beragam. Undang-undang hanya menentukan bahwa segala hal 
dan/atau segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian 
kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. 
Mengenai bentuk perjanjian kerja pada ketentuannya diatur berdasarkan 
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yaitu : 
1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan; 
                                                             
18
 Lalu Husni, Op.Cit., hlm. 64 
19
 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, 
Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.53. 
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2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan 
sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam ayat 2 nya diperjelas bahwa perjanjian kerja yang dipersyaratkan 
secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Jelas dalam pasal ini menjelaskan bahwa kemungkinan jenis perjanjian 
tertentu dapat dilaksanakan secara tertulis. Berikut ini adalah bentuk perjanjian 
tertentu yang dipersyaratkan dalam bentuk tertulis, diantranya adalah: 
1. Perjanjian kerja waktu tertentu atau yang disingkat PKWT tertuang 
dalam Pasal 57 UUKK. 
2. Antarkerja antardaerah; 
3. Antarkerja antarnegara; 
4. Perjanjian kerja laut. 
Sedangkan Pasal 54 ayat (1) UUKK menjelaskan pula bahwa dalam 
perjanjian tertulis harus memuat beberapa hal berikut ini, yaitu: 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. Tempat pekerjaan; 
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 
danpekerja/buruh; 
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
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h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
Hal-hal yang dijabarkan dalam pasal tersebut ditegaskan kembali dalam ayat 
(2) yang menyatakan bahwa tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Jika melihat hal-hal di atas makadapat dikatakan bahwa perjanjian kerja 
yang dibuat secara tertulislebih memberikan adanya kepastian hukum bagi 
masing-masing parapihak.
20
 
Sekedar untuk perbandingan, BW pun tidak mensyaratkan bentuk tertulis 
untuk perjanjian kerja. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 1601 huruf d, yaitu: 
“Apabila perjanjian kerja dibuat tertulis, maka biaya akte dan biaya lain-lain, 
ditanggung oleh pengusaha.”21 
D. Jenis Perjanjian Kerja 
Dalam suatu perjanjian kerja terdapat jenis-jenis perjanjian kerja, ada 2 
(dua) jenis perjanjian kerja, diantaranya: 
a. Menurut Bentuknya  
Dalam perjanjian kerja menurut bentuknya ini ada dua macam, yakni 
perjanjian kerja secara tertulis dan tidak tertulis, perjanjian kerja tertulis 
adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dan dapat dijadikan 
                                                             
20
Sendjun H.Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta: 
Penerbit Rineka Cipta, 2001,hlm.69. 
21
Abdul R. Budiono, Op.cit.,hlm. 34  
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sebagai bukti bilamana terjadi perselisihan.Perjanjian kerja tidak tertulis, 
yaitu perjanjian kerja yang dibuat secara lisan dan tetap bisa mengikat 
pekerja dalam perjanjian kerja tersebut, tapi perjanjian kerja ini mempunyai 
kelemahan yakni adanya isi dalam perjanjian kerjayang tidak dilaksanakan 
oleh pengusaha karena tidak tertulis dan hal ini sangat merugikan pekerja. 
b. Menurut Waktu Berakhirnya 
Perjanjian kerja sendiri dapat dibedakan menurut waktu berakhirnya 
suatu pekerjaan, perjanjian tersebut dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu: 
a) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk 
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerja 
tertentu, dalam hal ini disebut karyawan kontrak, dengan syarat: 
 Paling lama tiga tahun atau selesainya suatu pekerjaan tersebut. 
 Dibuat secara tertulis 3 rangkap untuk buruh, pengusaha dan 
Dinas Tenaga Kerja 
 Dibuat dalam Bahasa Indonesia, apabila terdapat bahasa asing, 
tetap bahasa Indonesia yang diutamakan. 
 Tidak ada masa percobaan kerja. 
Berikut ini adalah beberapa jenis pekerjaan PKWT: 
 Pekerjaan yang selesai sekali/sementara paling lama tiga tahun 
Maksudnya disini bahwa pekerjaan tersebut  dapat diselesaikan 
lebih cepat dari yang diperjanjian maka Perjanjian Kerja Waktu 
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Tertentu tersebut putus demi hukum pada saat selesainya 
pekerjaan.Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  harus 
mencantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.Apabila 
pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan 
pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Pembaruan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu dilakukan setelah masa tenggang waktu 30 hari 
setelah berakhirnya Perjanjian Kerja. Selama tenggang waktu 30 hari 
tersebut, tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan 
perusahaan/pengusaha. 
 Pekerjaan musiman 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan untuk 
satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.Pekerjaan – pekerjaan yang 
harus dilakukan untuk memenuhi pesanan/ target tertentu dapat 
dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai pekerjaan 
musiman.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan musiman 
tidak dapat dilakukan pembaruan. 
 Pekerjaan yang terkait dengan produk baru 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya 
dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat 
diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 tahun.Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu untuk pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pembaruan. 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diberlakukan bagi 
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pekerja yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar 
perkerjaan yang biasa dilakukan perusahaan. 
 Pekerjaan lepas 
Perjanjian Kerja Waktu Terntu dapat dilakukan untuk pekerjaan – 
pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume 
pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran.Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu untuk pekerja harian lepas dilakukan dengan 
ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.Apabila 
pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 bulan 
berturut-turut maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.Pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja harian/lepas wajib membuat perjanjian kerja 
secara tertulis. Perjanjian Kerja tersebut harus memuat sekurang–
kurangnya: Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama/alamat 
pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan dan bersarnya upah dan/atau 
imbalan lainnya. 
b) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 
PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha 
untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap dan disebut 
karyawan tetap.PKWTT bisa dibuat secara lisan maupun tulisan, dan 
jika dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat 
pengangkatan kerja bagi pekerja yang bersangkutan dan PKWTT 
dapat mensyaratkan adanya masa percobaan selama tiga bulan, dalam 
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tiga bulan tersebut perusahan wajib membayar upah sesuai dengan 
upah minimum yang berlaku.
22
 
Menurut Pasal 15 Kepmenakertrans 100/2004, PKWT dapat berubah 
menjadi PKWTT, apabila: 
 PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin 
berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja; 
 Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam jenis pekerjaan yang dipersyaratkan, maka 
PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja; 
 Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan 
dengan produk baru menyimpang dari ketentuan jangka waktu 
perpanjangan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak 
dilakukan penyimpangan; 
 Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang 
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan 
PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka PKWT berubah 
menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut; 
 Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap 
pekerja dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud 
dalam angka (1), angka (2), angka (3) dan angka (4), maka hak-
hak pekerja dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan 
peraturan perundang- undangan bagi PKWTT. 
                                                             
22
http://gumilar69.blogspot.co.id/2014/01/makalah-analisa-perjanjian-kerja-bab-ii.html,  
diakses pada tanggal 28 November 2019. Pukul 16.37 WIB.   
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c. Menurut Status Perjanjian Kerjanya 
Jenis perjanjian kerja berdasarkan status perjanjian kerja dibagi 
menjadi dua macam, yaitu: 
1. Perjanjian kerja tidak tetap 
a) Perjanjian kerja harian lepas  
Perjanjian kerja harian lepas adalah perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 
kerja dalam suatu pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam 
hal volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. 
b) Perjanjian kerja borongan 
Perjanjian kerja borongan adalah perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 
kerja dalam suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah 
berdasarkan volume pekerjaan. 
2. Perjanjian kerja tetap 
Perjanjian kerja tetap dalah perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan 
tertentu, dimana pekerja/buruh menerima upah tanpa ada 
pembatasan waktu tertentu karena jenis pekerjaannya menjadi 
bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan, bersifat 
terus menerus,dan tidak terputus-putus. 
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E. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja  
Subjek hukum atau para pihak yang terdapat dalam perjanjian kerja adalah 
setiap orang yang dibebankan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. pada 
ketentuannya, pihak yang ada dalam perjanjian kerja adalah pemberi kerja/para 
pelaku usaha/pengusaha dengan pekerja/buruh. Berikut ini adalah uraian tentang 
masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjatersebut dijelaskan, 
sebagai berikut : 
 
 
a. Pekerja atau Buruh 
Berdasarkan ketentuang Undang – undang No 13 Tahun 2003 
tentangKetenagakerjaan Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa yang 
dimaksuddengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerimaupah atu imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan menurut 
Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
No 19 tahun 2012tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian 
Pelaksanaan PekerjaanKepada Perusahaan Lain Pasal 1 angka (6) 
pekerja/buruh adalah setiaporang yang bekerja pada perusahaan 
penerima pemborongan atauperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
yang menerima upah atau imbalandalam bentuk lain. 
Bagi pekerja/buruh hubunganhukum dengan pemberi kerja 
merupakan bersifat keperdataan yaitu dibuatdiantara para pihak yang 
mempunyai kedudukan perdata. Hubunganhukum antara kedua pihak 
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selain diatur dalam perjanjian kerja yangditanda tangani (hukum 
otonom) juga diatur diatur didalam peraturanperundang-undangan yang 
dibuat oleh instansi/lembaga yang berwenanguntuk itu (hukum 
heteronom). 
Perlu dipahami pekerja/buruh adalah bagian dari tenaga kerja yang 
ada dalam Pasal Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2003,yaitu setiap 
orang yang mampu melakukan pekerjaan gunamenghasilkan barang dan/ 
jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendirimaupun masyarakat. 
Tenaga kerja disebut sebagaipekerja/buruh bila telah melakukan 
pekerjaan didalam hubungan kerjadan dibawah perintah orang lain 
dengan menerima upah atau imbalandalam bentuk lain. Istilah 
pekerja/buruh secara yuridis sebenarnya sama,jadi tidak ada perbedaan 
diantara keduanyaKedua makna tersebutdipergunakan dan digabungkan 
menjadi “pekerja/buruh” dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan untuk menyesuaikandengan istilah “serikat 
pekerja/serikat buruh” yang terdapat didalamUndang-Undang No.21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah diatur 
sebelumnya.
23
 
b. Pengusaha atau Pemberi Kerja 
Di dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
menjelaskan pengertian pengusaha, yakni: 
                                                             
23
 Sutedi Adrian,Hukum Perburuhan, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm. 220. 
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1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada 
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang 
berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
Berdasarkan pengertian pengusaha tersebut dapat diartikan adalah : 
1. Orang perseorangan adalah orang pribadi yang menjalankan 
ataumengawasi operasional perusahaan; 
2. Persekutuan adalah suatu bentuk usaha yang tidak berbadan 
hukum, baikyang bertujuan untuk mencari keuntungan maupun 
tidak; 
3. Badan Hukum (recht person) adalah suatu badan yang oleh hukum 
dianggap sebagai orang, dapat mempunyai harta kekayaan secara 
terpisah, mempunyai hak dan kewajiban hukum dan berhubungan 
hukum denganpihak lain. 
Secara umum istilah pengusahamerupakan orang yang melakukan 
suatu usaha (entrepreneur), yang artinyapemberi kerja/buruh merupakan 
majikan yang berarti orang atau badan yangmemperkerjakan 
pekerja/buruh. Sebagai pemberi kerja pengusahamerupakan seorang 
majikan dalam hubungan dengan pekerja/buruh. Padakedudukan lain 
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pegusaha yang menjalankan perusahaan bukan miliknyaadalah seorang 
pekerja/buruh dalam hubungannya dengan pemilik perusahaan atau 
pemegang saham karena bekerja dengan menerima upahatau imbalan 
dalam bentuk lain.
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c. Bentuk Organisasi Pekerja/Serikat Pekerja 
Menurut buku yang diterbitkan oleh sebuah organisasi pekerja / buruh 
internasional yaitu International Union of Foon and Allied Worker's 
Association pada prinsipnya serikat pekerja / buruh memiliki beberapa 
bentuk organisasi yaitu
25
 : 
a) Serikat Buruh Kejuruan 
Serikat buruh ini merupakan jenis organisasi serikat buruh yang paling 
tua, serikat jenis ini adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki 
jenis dan keterampilan yang sama. Cara kerja organisasi serikat buruh 
ini ada dua, yaitu: 
• Mengawasi bagaimana penambahan jumlah tenaga kerja dalam bidang 
ini dengan sistem magang. 
• Mengawasi tingkat upah yang dibayarkan terhadap pekerjaan mereka, 
dengan cara ini mereka dapat menekan majikan untuk membayar upah 
buruh sesuai dengan tingkat yang ditentukan. 
b)  Federasi Umum 
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Ibid. 
25
 Bentuk-Bentuk Serikat Pekerja/Buruh, http://artikel-ku.blogspot.com/2007/05/bentuk-
bentuk-serikat-pekerja-buruh.html, diakses pada tanggal 04 Januari 2020 Jam 05.00 WIB 
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Jenis organisasi serikat buruh ini terdiri dari para buruh tanpa 
memperhatikan perbedaan keterampilan, tempat kerja dan siapa majikan 
mereka. Pada awalnya serikat jenis ini cenderung mengorganisir buruh 
tidak terampil seperti serikat buruh kejuruan. Bentuk organisasi ini 
merupakan alternatif yang terbaik dalam proses pengorganisasian serikat 
buruh di negara-negara kecil dimana tidak ada satu serikat buruh yang 
cukup maju. Organisasi serikat ini biasanya sangat kuat dan besar karena 
menyatukan para buruh di dalam satu payung organisasi untuk 
menghadapi para majikan di berbagai tempat, di tingkat lokal, wilayah, 
dan nasional. Kemampuan mobilisasi buruh di berbagai perusahaan atau 
jenis industri menyebabkan cukup kuat dalam menghadapi majikan. 
Serikat ini juga dapat membangun aksi solidaritas atau bantuan 
keuangan bagi buruh di perusahaan-perusahaan lain. Meskipun 
demikian, bentuk organisasi buruh seperti ini bukan tanpa kelemahan. 
Mulanya mungkin saja ada persaingan di antara anggota serikat buruh 
ini yang dapat memperlemah kekuatan gerakan buruh. Selain itu, 
organisasi serikat buruh jenis ini sering kesulitan untuk membentuk 
suatu kebijakan yang dapat memuaskan setiap anggotannya yang 
berbeda-beda jenis pekerjaan dan perusahaan. Tapi hal tersebut dapat 
diatasi dengan membentuk struktur organisasi perwakilan per wilayah 
yang berimbang. 
c)  Serikat Buruh Industri Nasional atau Federasi 
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Jenis organisasi ini menyatukan seluruh buruh di dalam suatu cabang 
industri tertentu, seperti serikat buruh makanan atau industri sejenis, 
logam atau industri kimia. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara 
buruh terampil dan buruh tidak terampil, buruh kerah putih (white color) 
atau kerah biru (blue color). Semuanya bersatu dalam satu organisasi 
yang bergerak dalam satu cabang industri tertentu. Para buruh di dalam 
satu cabang industri biasanya memiliki suatu masalah bersama. Tidak 
seperti dalam organisasi serikat buruh berbentuk Federasi atau keahlian, 
dalam serikat buruh yang berasaskan nasional seperti ini, perbedaan 
kepentingan di setiap bidang dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, 
serikat buruh industri dapat menyatukan tindakan- tindakan mereka 
dalam tingkat nasional, seperti bagaimana menghadapi suatu perundang-
undangan nasional atau ketika mereka membutuhkan jasa yang biayanya 
terlalu mahal. 
d) Serikat Buruh Sekerja 
Bentuk organisasi ini mengorganisir para buruh di dalam satu pabrik 
atau perusahaan yang sama. Bentuk organisasi ini memerlukan proses 
pengorganisasian buruh karena mereka dapat merumuskan suatu 
tindakan yang memperjuangkan kepentingan mereka menghadapi 
perusahaan. Meskipun demikian, organisasi ini cenderung tidak terlalu 
besar dan biasanya juga lemah dalam menghadapi kekuatan para 
majikan, kerugian lainnya adalah kemungkinan dominasi kalangan 
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manajemen dalam struktur organisasi serikat buruh ini karena mereka 
juga termasuk buruh dalam satu perusahaan atau pabrik tersebut. 
F. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja 
a. Kewajiban Pekerja/ Buruh 
Dalam peraturan perundang-undangan, perihal kewajibanpekerja 
atau buruh, ketentuannya bisa dilihat pada pasal 1603, 1603a,1603b, dan 
1603c KUHPerdata, yang pada prinsipnya dapatdisimpulkan sebagai 
berikut : 
1) Pekerja/ Buruh wajib melakukan pekerjaan 
Pekerja/ buruh dalam melaksanakan isi dari perjanjiankerja, yaitu 
pekerjaan, pada prinsipnya wajib dilakukan sendiri
26
. Jika melihat 
Pasal 1603 a KUHPerdata menjelaskan bahwa karena alasan-
alasan tertentu, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan 
seizin pengusaha dapat diwakilkan.  
2) Pekerja/ buruh wajib menaati aturan dan petunjuk 
majikan/pengusaha  
Dalam melakukan pekerjaan pekerja/ buruh wajib menaatiperintah-
perintah yang diberikan oleh pengusaha. Aturan-aturanyang wajib 
ditaati oleh pekerja tersebut sebaiknya dituangkandalam peraturan 
perusahaan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah 
pekerja wajib menaati perintah-perintah yang diberikan 
olehpengusaha/ majikan sepanjang diatur di dalam perjanjian kerja, 
                                                             
26
 Djumadi, Op.cit., hlm. 47. 
40 
 
dantidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma 
susila,kebiasaan dan ketertiban umum.
27
 
3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda 
Jika buruh melakukan perbuatan yang merugikanperusahaan baik 
karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuaidengan prinsip 
hukum pekerja wajib membayar ganti rugi
28
. 
b. Kewajiban Pengusaha 
1) Membayar Upah  
Kewajiban utama pengusaha dengan adanya hubungankerja dengan 
pekerja/ buruh adalah membayar upah tepat padawaktunya
29
. Pasal 1 
angka 30 UUKK menjelaskan bahwa upah adalah “hak pekerja/ 
buruh yang diterima dandinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusahaatau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh 
yang ditetapkan dandibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atauperundang-undangan termasuk tunjangan bagi 
pekerja/ buruh dankeluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa 
yang telah atauakan lakukan”. Maka dapat dikatakan bahwa upah 
adalah hak yang harus diterima oleh pekerja dan kewajiban 
pengusaha harus memberikan upah yang sesuai dengan telah 
diperjanjikan.  
2) Memberikan istirahat/ cuti 
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Pihak pengusaha/ majikan diwajibkan untuk memberikanistirahat 
tahunan kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahatini penting 
artinya untuk menghilangkan kejenuhan pekerja dalammelakukan 
pekerjaan. Dengan demikian diharapkan gairah kerjaakan tetap 
stabil. Cuti tahunan lamanya 12 hari kerja. Selain itupekerja juga 
berhak atas cuti panjang selama 2 bulan setelahbekerja terus-
menerus selama 6 tahun pada suatu perusahaan (Pasal79 ayat 2 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003). 
3) Mengurus perawatan dan pengobatan 
Pengusaha/ majikan wajib mengurus perawatan/pengobatan bagi 
pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan(Pasal 1602 
KUHPerdata). Dalam perkembangan hukumketenagakerjaan, 
kewajiban ini tidak hanya terbatas bagi pekerjayang bertempat 
tinggal di rumah majikan, tetapi juga bagi pekerjayang tidak 
bertempat tinggal di rumah majikan. Perlindunganbagi tenaga kerja 
yang sakit, kecelakaan, kematian, telah dijaminmelalui perlindungan 
Jamsostek sebagaimana diatur dalamUndang-Undang No. 3 Tahun 
1992 tentang Jamsostek.
30
 
 
4) Memberikan surat keterangan 
Kewajiban memberikan surat keterangan dapat dikatakansebagai 
kewajiban tambahan dari seorang pengusaha/ majikan.Kewajiban ini 
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didasarkan pada ketentuan Pasal 1602 aKUHPerdata yang 
menentukan bahwa pengusaha/ majikan wajibmemberikan surat 
keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhitanda tangan dalam 
surat keterangan tersebut dijelaskan mengenaisifat pekerjaan yang 
dilakukan, dan lamanya hubungan kerja (masakerja). Surat 
keterangan itu juga diberikan meskipun inisiatifpemutusan hubungan 
kerja datangnya dari pihak pekerja. Suratketerangan ini sangat 
penting artinya sebagai bekal pekerja dalammencari pekerjaan baru 
sehingga ia diperlakukan sesuai denganpengalaman kerjanya.
31
 
5) Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
Dalam hal membicarakan kewajiban ini, si majikanharuslah 
bertindak sebijaksana mungkin, yaitu:
32
 
a) Apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum 
harusdilakukan, dibiasakan untuk dilakukan dengan sebaik-
baiknya. 
b) Apa yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum 
harusdicegah atau dihindari, dibiasakan untuk 
dilakukanpencegahannya dengan penuh ketaatan. 
G. Akibat Perjanjian Kerja  
Lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
sebagai pengganti dari UU No. 21 Tahun 1954, mengatur mengenai 2 (dua) 
macam perjanjian kerja, yaitu dapat dibuat secara perorangan maupun dengan 
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serikat pekerja/serikat buruh. UU No. 13 Tahun 2003, juga turut memberikan 
peluang adanya ketidak-wajiban pengusaha/majikan untuk membuat perjanjian 
kerja perorangan secara tertulis, dengan alasan kondisi masyarakat yang beragam 
yang memungkinkan perjanjian kerja secara lisan. Ketentuan ini sesungguhnya 
telah bertentangan dengan prinsip sebuah perjanjian yang harus dibuat secara 
tertulis.Pembenaran oleh UU No. 13 Tahun 2003 mengenai perjanjian secara 
lisan, akan membuat pekerja/buruh tidak mengetahui hak dan kewajibannya 
dalam menjalani hubungan kerja dengan pengusaha/majikan, berupa syarat-syarat 
kerja. Sehingga, pekerja/buruh tidak dapat menghindari sebuah larangan/tata tertib 
yang diberlakukan oleh pengusaha/majikan, yang pada akhirnya dapat 
mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Bahkan akibat hukum yang timbul 
dari putusnya hubungan kerja-pun tidak dapat diketahui oleh pekerja/buruh 
tersebut.
33
 
Perjanjian yang dibuat secara lisan-pun dapat menyulitkan pekerja/buruh 
dalam membuktikan kebenaran dirinya sebagai pekerja/buruh yang bekerja pada 
pengusaha/majikan, dalam proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan 
kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. 
Ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, yang mewajibkan 
pengusaha/majikan membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang 
perjanjian kerja-nya dibuat secara lisan, tidaklah efektif dan banyak 
pengusaha/majikan yang tidak menjalankannya, bukan hanya karena tidak ada 
sanksi yang mengaturnya, juga karena dengan tidak dibuatnya perjanjian kerja 
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secara tertulis dan surat pengangkatan, akan dapat menguntungkan 
pengusaha/majikan, yaitu diantaranya tidak jelasnya kapan hubungan kerja kedua 
belah pihak dimulai. 
Perjanjian kerja secara perorangan, jelas tidak akan menguntungkan pihak 
pekerja/buruh, tetapi sebaliknya dapat menguntungkan pengusaha/majikan. 
Karena, daya tawar seorang pekerja/buruh lebih tinggi daya tawar 
pengusaha/majikan. Hal ini disebabkan, jumlah pengangguran yang terus 
meningkat tajam, sehingga jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang tidak 
seimbang, yang kemudian mengakibatkan daya tawar terhadap syarat-syarat kerja 
seperti upah lebih banyak ditentukan oleh pengusaha/ majikan. 
Peran Pemerintah yang teramat penting dalam membuat kebijakan, 
teramatlah penting bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan perlindungan. Namun, 
Pemerintah sekarang ini semakin melepaskan peranannya dalam menciptakan 
hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha/majikan. Pemerintah semakin melepaskan campur tangannya dalam 
melindungi pekerja/buruh yang tidak atau mempunyai daya tawar rendah dengan 
pengusaha/majikan. 
Sehingga perjanjian kerja secara lisan, akan mengakibatkan hubungan 
konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan semakin terbuka lebar, 
dan yang diuntungkan dari akibat perjanjian kerja lisan adalah 
pengusaha/majikan. Oleh karenanya, perjanjian kerja lisan tidaklah relevan 
diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia, karena kondisi masyarakat 
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Indonesia telah berubah, dan bukankah setiap perjanjian kerja harus dibuat dalam 
bahasa Indonesia. 
Sebagai solusinya, pengusaha/majikan dengan serikat pekerja/serikat buruh, 
wajib membuat perjanjian kerja bersama/perjanjian perburuhan, yang mengatur 
mengenai syarat-syarat kerja. Kemudian, setiap pekerja/buruh dibuatkan 
perjanjian kerja perorangan sebagai turunan dari perjanjian kerja 
bersama/perjanjian perburuhan tersebut. Dalam hal tersebut, peran Pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan, wajib memeriksa isi perjanjian kerja 
bersama/perjanjian perburuhan yang telah dibuat oleh serikat pekerja/serikat 
buruh dengan pengusaha/majikan. 
H. Berakhirnya Perjanjian Kerja 
Pengaturan khusus mengenai bagaimana berakhirnya perjanjian kerjapada 
umumnya telah diatur didalam Undang-undang ketenagakerjaan No.13Tahun 
2003. Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 61 Undang-Undang No.13Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai berakhirnya perjanjiankerja 
apabila, yakni: 
a. pekerja meninggal dunia; 
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 
lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah 
mempunyaikekuatan hukum tetap; dan 
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d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama 
yang dapatmenyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 
Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 
tentangKetenagakerjaan mengatur bahwa apabila salah satu pihak 
mengakhirihubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan 
dalamperjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja 
bukankarena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) maka 
pihakyang mengakhiri hubungan kerja tersbeut pada dasarnya 
diwajibkanmembayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah 
pekerja/buruhsampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. 
I. Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial/Sengketa Kerja 
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilaksanakan melalui 
pengadilan hubungan industrial atau di luar pengadilan hubungan industrial yaitu: 
a. Bipartit 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengertian 
perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat 
pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial. Upaya perundingan bipartit diatur dalam Pasal 3 sampai 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial.  
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Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih 
dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui bipartit harus diselesaikan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan dan apabila 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk 
berunding atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan, 
maka perundingan bipartit tersebut dianggap gagal. Jika perundingan bipartit 
gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya 
kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat 
dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan 
bipartit telah dilakukan. Setelah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau 
kedua belah pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati dan memilih 
penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
34
 
b. Tripartit 
Penyelesaian melalui Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan 
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggota-anggotanya terdiri 
dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. 
Tugas pokok dari penyelesaian Triparti ini adalah memberikan pertimbangan, 
                                                             
34
 Asri Widjayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 
2009, hlm. 86. 
48 
 
saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan 
kebijakan masalah ketenagakerjaan.
35
 
c. Mediasi 
Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi Hubungan Industrial 
yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, 
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan 
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 
melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. 
 
 
d. Konsiliasi  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004, Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah 
penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja 
atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 
melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang 
netral. 
e. Arbitrase 
Berbeda dengan produk Mediasi dan Konsiliasi yang berupa anjuran dan 
tidak mengikat, putusan arbitrase mengikat para pihak. Arbitrase adalah 
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penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang 
bertujuan mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang telah 
diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.
36
 
Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 
menyebutkan: 
“Arbitrase hubungan industrial (arbitrase) adalah penyelesaian suatu 
perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat 
buruh hanya dalam suatu perusahaan, di luar pengadilan hubungan 
industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk 
menyerahkan penyelesian perselisihan kepada arbiter yang putusannya 
mengikat para pihak dan bersifat final”. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Perusahaan PT. Sumber Alfaria 
Trijaya.Tbk 
1. Sifat Perjanjian Kerja Adalah Tertulis 
Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara PT. SUMBER 
ALFARIA TRIJAYA.Tbk dengan tenaga kerja sifatnya tertulis artinya 
perjanjian kerja waktutertentu itu ada sejak adanya ikatan sepakat dalam 
artinya perjanjian kerjawaktu tertentu dibuat bersama antara perusahaan 
dengan tenaga kerja dengan demikian dengan adanya kata sepakat 
merupakan sahnya suatu kontrak.
37
 Berdasarkan data dan informasi dari 
hasil penelitian data sekunder yang berupa blanko perjanjian Perjanjian 
Kerja. Perjanjian Kerja tersebut ditandatangani oleh calon pekerja yang 
diterima sebagai pekerja pada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA.Tbk 
adalah termasuk dalam suatu hubungan kerja antara perushaan dengan 
tenaga kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Adapun isi perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu tersebut sebagai berikut : 
a. Identitas para pihak (Nama, yang diwakili oleh, jabatan, Nomor 
pengenal KTP, tempat dan tanggal lahir ,alamat); 
b. Status dalam hubungan kerjanya (perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu); 
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c. Jabatan atau jenis pekerjaan 
d. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
e. Besarnya upah dan cara pembayaran 
f. Sanksi maupun kesanggupan dalam perjanjian kerja untuk waktu 
Tertentu.  
2. Syarat-Syarat dalam Perjanjian Kerja 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT. SUMBER ALFARIA 
TRIJAYA.Tbk telah dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa 
indonesia dan huruf latin, serta telah memenuhi syarat antara lain: 
a. Harus mempunyai jangka waktu tertentu; atau 
b. Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu; 
c. Tidak mempunyai syarat masa percobaan. 
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan undang-undang, demikian halnya perjanjian kerja waktu 
tertentu yang ada di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA.Tbk atau lebih 
tepatnya pada minimarket Alfamart, dalam hal perjanjiankerja dilakukan 
oleh calon pekerja sebagai pihak pekerja dan perusahaan dalam hal ini 
adalah perusahaan merupakan perjanjian baku karena perjanjian tersebut 
dibuat oleh sepihak perusahaan pihak pekerja tidak di ikut serta kan dalam 
pembuatan kesepakatan kerja waktu tertentu tapih pekerja wajib 
mempelajari isi kesepakatan kerja waktu tertentu sebelum mendatangani 
balanko kesepakatan waktu tertentu. 
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Walaupun perjanjian itu disebut perjanjian baku namun perjanjian 
tersebut sudah mempunyai persyaratan syarat sah perjanjian sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 
a. Adanya Kesepakatan  Kehendak 
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal syarat pertama 
ini ditemukan bahwa telah terpenuhi. Sebagai contoh dalam blanko 
perjanjian yang dibuat antara pihak perusahan dengan karyawan yang 
bernama Iqbal Rudianto. Dalam wawancara penulis dengan pegawai 
tersebut, beliau bertutur bahwa dia menyepakati dan menandatangani 
perjanjian tersebut tanpa adanya paksaanan tekanan.
38
 
b. Kecakapan dalam berbuat menurut hukum 
Cakap yang dimaksud disini adalah para pihak yang membuat 
perjanjian kerja yaitu antara pekerja dengan perusahaan. Pekerja yang 
dimaksud disini orang yang sudah mempunyai umur 21 tahun danwanita 
sudah menikah 18 tahun. 
c. Sesuatu hal 
Maksudnya disini adalah obyek perjanjian tertentudan dapat 
ditentukan dalam hal ini adalah pekerjaan yang diberikan kepada pekerja 
waktu tertentu di bidang jasa pelayanan terkhususnya pengelolaan 
minimarket Alfamart. 
d. Suatu sebab yang halal 
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Yang dimaksud adalah isi kesepakatan kerja waktu tertentu antara 
perusahaan dengan tenaga kerja tidak dilarang oleh Undang-Undang dan 
tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 
Jika melihat dan menganalisa perjanjian kerja waktu tertentu antara 
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA.Tbk dengan tenaga kerja dan 
dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata disini penulis berpendapat 
bahwa perjanjian tersebut telah sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH 
Perdata.  
Mengenai pihak-pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu sudah 
dijelaskan dalam klausula bagian definisi dan lampiran perjanjian antara 
perusahaan dengan tenaga kerja yang mana dijelaskan bahwa “Pihak I“ 
adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA.Tbk dan “Pihak II” disini 
adalah pekerja atau tenaga kerja.  
3. Hak dan Kewajiban 
Dalam isi surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut mengatur 
mengenai hak dan kewajiban para pihak yang dimana diatur dalam pasal-
pasal berikut ini : 
Pasal 3 
1. Pihak Kedua wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas 
pekerjaan dalam jabatannya sesuai dengan rincian pekerjaan yang telah 
diberikan kepada Pihak Kedua. 
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2. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana tersebut padaayat (1) 
di atas, Pihak Kedua wajib: 
a. Melakukan koordinasi dengan atasan langsung maupun dengan 
para pekerja lainnya di dalam Perusahaan mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan maupun tugas-
tugasnya; 
b. Memberikan laporan kepada atasan langsung, dan/atau pejabat lain 
yang ditunjuk Pihak Pertama mengenai pekerjaan maupun tugas 
yang menjadi tanggung jawabnya; 
c. Memelihara dan menjaga alat-alat yang dipergunakan dalam 
melaksanakan pekerjaan; 
d. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada 
penyalahgunaan jabatan dengan dasar apapun demi dan untuk 
kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun pihak ketiga yang dapat 
menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama baik secara materiil 
maupun imateriil. 
3. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hari, jam 
dan lokasi kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan 
sifat dan jenis pekerjaannya yang telah disepakati Para Pihak dalam 
Perjanjian ini tanpa mengurangi hak-hak Pihak Kedua. 
Pasal 4 
1. Pihak Pertama akan membayar upah secara bulanan kepada Pihak 
Kedua selama Jangka Waktu Perjanjian sebesar Rp. (........), 
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(terbilang.......) yang terdiri dari upah pokok, tunjangan uang makan 
dan/atau tunjangan jabatan sesuai dengan hak Pihak Kedua (“Upah”). 
2. Pihak Pertama mengikutsertakan Pihak Kedua pada program Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS 
Kesehatan. 
3. Para Pihak sepakat Upah sebagaimana yang disebut dalam ayat 1 pasal 
ini belum dipotong Pajak Penghasilan (PPh 21), iuran Jaminan Hari 
Tua (JHT) dan iuran Jaminan Pensiun (JP), program BPJS 
Ketenagakerjaan serta iuran program BPJS Kesehatan. 
4. Pihak Pertama akan membayar Upah kepad Pihak Kedua dengan cara 
mentransfer kepada rekening Pihak Kedua, Pihak Kedua wajib 
memiliki atau membuka rekening di bank yang ditunjuk Pihak Pertama  
5. Pihak Kedua menerima Upah yang dibayarkan setiap akhir bulan 
melalui bank yang oleh Pihak Pertama sesuai dengan aturan yang 
berlaku di Pihak Pertama. 
6. Pihak Kedua berhak diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai 
aturan berlaku di Pihak Pertama.  
Dari hasil penelitian penulis perihal hak dan kewajiban yang 
tercantum dalam isi perjanjian yang dibuat para pihak, penulis berpendapat 
bahwa pada dasarnya hubungan kerja kedua belah pihaktersebut telah 
seimbang karena pada hakikatnya “hak pekerja merupakan kewajiban 
pengusaha”, dan sebaliknya “hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja” 
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Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban tenaga kerja yang 
penulis kaitkan dengan hukum positif yang sesuai dengan penelitian ini, 
yaitu : 
b. Kewajiban pekerja 
KUHPerdata terutama dalam Pasal 1603 memaparkan dengan jelas 
bahwa ada beberapa kewajiban-kewajiban pekerja terhadap 
majikan/pengusaha yaitu: 
1) Pekerja wajib melakukan pekerjaan;melakukan pekerjaan adalah 
tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, 
meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. 
2) Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk pengusaha; dalam 
melakukan perkerjaan, pekerja wajib menaati petunjuk yang 
diberikan oleh atasan. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja 
sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga 
menjadi lebih jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut. 
3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja 
melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena 
kesengajaan ataupun kelalaian, maka sesuatu dengan prinsip 
hukum pekerja wajib membayar “ganti rugi dan denda”. 
c. Hak Pekerja 
Kemudian terkait dengan hak dari pekerja sendiri ditegaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Hak tersebut terdiri dari: 
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1) Hak untuk memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan 
potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. 
2) Hak dasar pekerja atas jaminan sosial dan K3 (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja) 
3) Hak dasar pekerja atas perlindungan upah. 
4) Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan 
libur. 
5) Hak dasar untuk membuat perjanjian kerja bersama (PKB) 
6) Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan  
7) Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan 
pemutusan hubungan kerja/PHK.  
Dengan melihat pokok-pokok apa saja yang mengatur mengenai isi 
perjanjian seperti yang telah dijelaskan maka isi perjanjian antara 
perusahaan dengan Tenaga kerja telah memenuhi standar perjanjian 
tersebut. Jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini bertentangan 
dengan ketentuan diatas, perjanjian tersebut akan dianggap perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu batal demi hukum. Adapun faktor yang 
mendasari perusahaan mengadakan perekrutan melalui perjanjian 
kerja untuk waktu tertentu karena berdasarkan undang-undang No.13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan penjelasan 
pengusaha pada pekerja, pekerja telah mengerti dan sepakat mengenai 
isinya serta menandatangani surat perjanjian kerja untuk waktutertentu 
yang telah disiapkan oleh perusahaan, maka pekerja dapat mulai 
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bekerja di perusahaan setelah ditandatanganinya surat perjanjian 
tersebut. Dan sebaliknya jika pekerja tidak menerima atau tidak 
sepakat mengenai perjanjian tersebut maka pekerja dianggap 
mengundurkan diri atau tidak dapat bekerja di perusahaan. Kemudian 
dari isi perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan seperti yang 
dipaparkan sebelumnya merupakan sudah sesuai dengan Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Penulis dalam penelitiannya terhadap perjanjian kerja antara PT. 
Sumber Alfaria Trijaya.Tbk dengan tenaga kerja adalah berbentuk 
perjanjian kerja waktu tertentu dan menganalisanya menggunakan Kepmen 
Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu 
tertentu, dan pasal 59 ayat ( 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal tersebut membuat suatu kesepakatan 
kerja tertentu batasnya 2 ( dua) tahun dan dapat diperpanjang dan 
diperbaruhi untuk satu kali saja karena suatu hal yang tertentu. Perpanjang 
tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun kesepakatan kerja waktu 
tertentu tidak boleh melebihi dari 3 (tiga) tahun. 
4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi keharusan untuk dilaksanakan 
demi tercapainya perjanjian kerja, yang diperoleh oleh penulis dari 
wawancara dengan Iqbal Rudiyanto salah satu pegawai atau tenaga kerja PT. 
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Sumber Alfaria Trijaya.Tbk yang menyatakan bahwa pelaksanaan 
perjanjian kerja waktu tertentu di perusahaan sebagai berikut:
39
 
1. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat di PT. Sumber Alfaria 
Trijaya.Tbk ini dilakukan antara pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk 
sebagai pihak pertama yang diwakili oleh pihak yang ditunjuk perusahaan 
dengan pihak pekerja selaku pihak kedua. Perjanjian kerja tersebut diberi 
nama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hal itu dapat kita lihat dari judul 
perjanjian kerja yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
2. Implementasi Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu pada 
perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk mengenai kesehatan dalam 
perjanjian kerja waktu tertentu yang telah dibuat dijelaskan dalam Pasal 4 
ayat 3 bahwa tenaga kerja diikut sertakan dalam program Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, yang dimana upah dari tenaga kerja 
dipotong tiap bulannya untuk mengikuti iuran program tersebut. 
3. Dalam isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pihak pertama 
menentukan tempat atau bagian yang akan dipekerjakan atau lokasi kerja 
bagi pihak kedua untuk bekerja. Melalui hasil penelitian yang penulis 
laksanakan, jelas bahwa kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan 
oleh kedua belah pihak telah sesuai. 
4. Dalam praktek kerjanya tenaga kerja menuturkan bahwa jam kerja 
yang diterapkan adalah sesuai dengan peraturan perusahaan, yaitu 8 Jam 
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perhari, ketentuan hari kerja juga ditentukan oleh perusahaan akan tetapi 
dalam prakteknya di lapangan tenaga kerja bisa lebih dari yang diterapkan.
40
 
Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 77 sebagai berikut: 
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 
(satu)minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 
atau 
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 
(satu)minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
Jadi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber 
Alfaria Trijaya.Tbk belum sejalan dengan Undang-Undang No 13 tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan yang artinya hanya sebagian saja yang telah 
diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, hal ini bisa 
kita lihat dalam isi perjanjian kerja waktu tertentu yang meskipun telah 
sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi dalam prakteknya tidak sesuai 
dengan yang diharapkan oelh tenaga kerja di PT. Sumber Alfaria 
Trijaya.Tbk. Untuk cara pengupahan dan cara pembayaranya hal ini sesuai 
dengan pasal 58 ayat 1dan 2 Undang-Undang Tahun 2003. Berarti PT. 
Sumber Alfaria Trijaya.Tbk membuat Perjanjian kerja waktu tertentu sudah 
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sah demi hukum. Karena dalam hubungan kerja harus ada perjanjian kerja 
dan perjanjian tersebutatas dasar: 
a. Kesepakatan kedua belah pihak; 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban. 
Dari dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria 
Trijaya.Tbk dibuat rangkap 2 (dua), kedua belah pihak masing-masing 
memegang satu. Dari keseluruhan hasil penelitian dan disesuaikan dengan 
pembahasan yang diteliti penulis, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan 
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada dan telah memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat antara kedua belah pihak. 
 
 
 
 
 
 
62 
 
D. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian 
Kerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk dan Cara Penyelesaiannya 
Hasil wawancara dari salah satu pegawai PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk, 
menuturkan bahwa terdapat beberapa hambatan-hambatan atau permasalahan 
yang menurut penulis tidaklah cukup serius, diantaranya:
41
 
1. Hambatan pertama PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk adalah masalah 
jadwal kerja, yang dimana kebanyakan pegawai dari PT. Sumber Alfaria 
Trijaya.Tbk terutama dalam bidang kerja yang sifatnya administrasi 
(kasir) tidak mau mendapatkan shift malam akan tetapi lebih banyak 
memilih mendapatkan shift pagi atau sore. Di PT. Sumber Alfaria 
Trijaya.Tbk sendiri shift atau jadwal kerjanya dibagi menjadi tiga, yaitu 
shift pagi, sore dan malam. 
2. Kemudian adanya barang hilang dalam keseharian yang dimana itu 
dilakukan oleh pelanggan atau pegawai itu sendiri. Guna menyelesaikan 
hambatan ini maka pihak perusahaan disini memperketan penjagaan 
dengan cara memasang cctv diberbagai sudut minimarket.  
3. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang 
terakhir adalah masalah perpanjangan kontrak, dimana tenaga kerja yang 
memiliki keahlian yang menurut perusahaan memberikan kontribusi 
yang lebih sehingga perusahaan ingin memperpanjang masa kerjanya 
untuk perusahaan akan tetapi terhambat oleh Undang-Undang 
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Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa Pembaruan perjanjian kerja 
waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang 
waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu 
yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu inihanya boleh 
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Sehingga jika 
melihat dari peraturan tersebut pegawai berinisiatif akan melakukan 
perpanjangan kerja kembali setelah 1 bulan kemudian akan dipanggil 
kembali oleh perusahaan dan dipekerjakan kembali. Dalam perusahaan 
ini pekerja untuk waktu tertentu hanya dipekerjakan selama5 (lima) 
tahun saja. Solusi ini jelas memberikan penyelesaian yang menurut 
penulis telah sesuai dengan peraturan Pasal 59 ayat 6 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan 
bahwa: Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan 
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya 
perjanjian kerjawaktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja 
waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 
(dua) tahun.  
Dari analisa penulis dari berbagai refrensi yang telah penulis pelajari, 
terdapat beberapa solusi guna menyelesaikan sengketa tenaga kerja, yang pertama 
adalah melalui bipartit yaitu proses penyelesaian sengketa melalu musyawarah 
mufakat dengan perwakilan pekerjan dan perusahaan tanpa ada pihak lain yang 
ikut serta, kemudian ada tripartit yaitu penyelesaian sengketa menggunakan pihak 
ketiga, biasanya dalam kasus ini adalah Dinaskertrans.  
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Menurut tutur dari salah satu pegawai Iqbal Rudiyanto bahwa solusi yang 
diberikan olehPT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk guna menyelesaikan hambatan-
hambatan diatas hanya melalui proses musyawarah antara para pegawai dengan 
salah satu pihak yang ditunjuk mewakili PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk. Disini 
beliau juga menuturkan bahwa penyelesaian melalui pihak ketiga tidak pernah 
terjadi . 
Jadipenyelesaian masalah di PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk. juga sudah 
sesuaidengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 
136 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Penyelesaian perselisihanhubungan 
industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruhatau serikat 
pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.Dalam hal penyelesaian 
secara musyawarah untuk mufakat sebagaimanadimaksud diatas tidak tercapai, 
maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial melalui prosedur penyelesaian 
perselisihan hubungan industrialyang diatur dengan undang-undang”.  
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BAB IV 
PENUTUP 
C. Kesimpulan  
Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasikan pada 
babsebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa: 
1. Proses pembentukan dan isi dari perjanjian kerja waktu tertentu antara 
tenaga kerja dengan PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk yang klausulanya 
sudah ditentukan oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk telah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan tetapi dalam 
pelaksanaannya terutama terkait lamanya jam kerja yang harusnya 
dalam perjanjian 8 Jam kerja perhari dalam praktenya terkadang bisa 
lebih dari 8 jam tidak sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi untuk 
pelaksanaan terkait pemberian upah atau gaji dan lain-lain telah sesuai 
dengan perjanjian. 
2. Hambatan-hambatan dalam perjanjian kerja waktu tertentu antara 
pegawai atau tenaga kerja dengan PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk 
tidaklah terlalu berat atau serius, seperti permasalahan tentang 
kebanyakan pegawai yang meminta mendapatkan shift pagi, kemudian 
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hilangnya barang produksi, dan permasalahan perpanjangan kontrak 
kerja. Semuanya permasalahan tersebut diselesaikan dengan jalan 
bipartit atau melalui proses musyawarah tanpa harus melibatkan pihak 
ketiga. 
D. Saran  
1. Semua bentuk aturan atau kebijakan yang ada dalam Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu apapun yang dibuat sangatlah perlu diarahkan untuk 
menciptakan hubungan industrial yang semakin harmonis. PT. Sumber 
Alfaria Trijaya.Tbk wajib memberikan sosialisasi terkait informasi 
tentang pelaksanaan isi kontrak kepada tenaga kerja baik secara individu 
maupun bersifat publik demi menumbuhkan pemahaman artisuatu 
perjanjian kerja. 
2. PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk dalam hal terjadi perselisihan dengan 
tenaga kerja masalah jadwal kerja dan masalah pekerja yang sudah habis 
masa kontrak dan masih bisa diperpanjang lagi yang inggin bekerja lagi 
di PT. Sumber Alfaria Trijaya.Tbk harus secara cepat menyelesaikan 
masalah tersebut supaya produktivitas kerja selalu terjaga dan juga 
pekerja tetap,supaya hubungan kerja selalu terjaga dan harmonis. 
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